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1. Persetujuan Sekretaris Dae rah Kerinci Nomor : 900/599/DPPKA-2016, 
tanggal 13 April 2016 terhadap pergeseran antar objek belanja dalam 
jenis belanja berkenaan pada SKPD Dinas Kesehatan (Puskesmas 
dalam Kabupaten Kerinci), Program Upaya Kesehatan Masyarakat, 
Kegiatan Biaya Operasional Kesehatan, Belanja Barang dan Jasa, Objek 
Belanja Bahan Pakai Habis, Objek Belanja Bahan/Material, Objek 
Belanja Jasa Kantor, Objek Belanja Cetak dan Penggandaan, Objek 
Belanja Makanan dan Minuman, Objek Belanja Perjalanan Dinas dan 
Objek Belanja Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BIMTEK PNS; 

2. Persetujuan Sekretaris Daerah Kerinci Nomor : 900ll14/DPPKA-2016, 
tanggal 8 Mei 2016 terhadap pergeseran pada Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kerinci, Program Peningkatan Sitem Pengawasan 
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KOH, Kegiatan 
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda, Program 
Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Penyusunan 
Renjana Kerja Peraturan Perundang-undangan, Legiaslasi Rancangan 
Peraturan Perundang-undangan, Publikasi Peraturan Perundang­ 
undangan, Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Kajian 
Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan 
Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar 
Peraturan Perundang-undangan Daerah, Renacana Aksi Nasional HAM,/ 
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen, Kegiatan Pendataan 
dan Penataan Dokumen/Arsip Produk Hukum Daerah; 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB Ill Peraturan Bupati Kerinci 
Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja 
dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek dalam 
Objek Belanja berkenaan dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja 
dalam rincian Objek berkenaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentanq Penetapan Undang­ 
Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 
Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811 ); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Neg·ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14,1 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); .I 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

1 O. Undang -Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Qaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

{ 



13. Peraturan Pemerintah Nomor a un en ang enge o aan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimanan telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintaha Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomr 171 Tambahan Lembaran Negara Republik 
rndonesia Nomor 534); . 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Pemerintaha 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomr 110 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara Tahun Anggaran 
2016; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; / 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016; 

21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci 8), sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci 2013 Nomor 3); 

22. Peraturan Peraturan Daerah 11 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 11) 

23. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Belanja Jenis Belanja 
Berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek Belanja Oalan Objek 
Belanja Berkenaan dan Pergeseran Sub Rincian Objek Belanja Dalam 
Rincian Objek Belanja Berkenaan; 



3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal3 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Passi 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 
II Peraturan Bupati ini. 

Pasal2 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Penjabaran APBD pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dan Bagian Hukum Setda Kerinci. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Ni hi I. Rp. 

Rp. 56.383.959.499,00,-. 

00,- Rp. 

00.,­ 
N i hi I. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 56.383.959.499,00,-. 
Rp. Ni hi I. 
Rp. 56.383.959.499,00,- 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah belanja setelah perubahan 

Surplus/(Defisit) 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 

1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah penerimaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan 

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan 

Rp.1.188.983.229.604,00,- 
Rp. Ni hi 1.- 
Rp 1.188.983.229.604,00,- 

Rp. (56.383.959.499,00) 

Rp.1.132.599.270.105,00,- 
Rp. Ni hi l,- 
Rp.1.132.599.270.105,00,- 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 

1. Pendapatan : 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah pendapatan setelah perubahan 
2. Belanja: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pejabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2015 Nomor 21), diubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 
Nomor 21); 



SERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN 2016 NOMOR 12 

Diundangkan di Sungai Penuh 
·pada tanggal 2016. 
SEKRET ARIS DAERAH KERINCI, 

--· ADIROZAL 

Ditetapkan di Sungai Penuh. 
padatanggal 2016. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kerinci. 

i . I 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 


